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ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial, memberikan
wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk menunjuk pejabat, termasuk Staf
Khusus dan Utusan Khusus, untuk membantu tugas-tugas pemerintah yang berada
di luar struktur menteri reguler. Sementara peraturan terbaru, Peraturan Presiden
(Perpres) No. 137 Tahun 2024, merinci tugas, posisi, dan hak keuangan mereka,
namun tidak memiliki ketentuan eksplisit mengenai kualifikasi dan kompetensi
khusus yang diperlukan untuk peran tersebut. Tidak adanya persyaratan yang jelas
dan mekanisme seleksi yang transparan ini menimbulkan kekhawatiran tentang
akuntabilitas, potensi konflik kepentingan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
sistem prestasi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini
merumuskan dua masalah: (1) Bagaimana Analisis Hukum Positif Terhadap
persyaratan dan mekanisme pengangkatan Utusan Khusus dan Staf Khusus dalam
Perpres Nomor 137 Tahun 20247 (2) Bagaimana analisis Figh Siyasah terhadap
persyaratan dan mekanisme penunjukan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan
pendekatan undang-undang untuk menganalisis hak prerogatif presiden dan
peraturan penunjukan untuk utusan khusus dan staf khusus, dilengkapi dengan
pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dan teori hukum yang
mendasarinya, termasuk Figh Siyasah, Teori Jabatan, dan Prinsip Umum Tata
Kelola yang Baik. Dengan kerangka pemikiran serta objek pembahasan tersebut,
maka digunakan metode analisis deskriptif analisis untuk menggambarkan
persyaratam dan mekanisme pengangkatan staf khusus dan utusan khusus. Setelah
menjelaskan bahan hukum yang bersifat kualitatif baik merupakan bahan hukum
primer, sekunder maupun tersier yang didapatkan dengan teknik library research
maka penulis mendapatkan kesimpulan atas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini menghasilkan analisis. Pertama, Persyaratan
pengangkatan staf khusus dan utusan khusus dalam perpres 137 tahun 2024 tidak
selaras dengan jabatan yang setingkat seperti JPT Madya dan Menteri, Teori
Jabatan, dan AAUPB. penunjukan ini sebagian besar merupakan keputusan
diskresioner dan pribadi Presiden.' Kedua, berdasarkan perspektif Figh Siyasah,
Praktik penunjukan yang tertutup dan tidak partisipatif, serta tanpa penilaian
kompetensi yang objektif, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang

Sejalan dengan hasil penelitian, disarankan agar pengaturan mengenai
pengangkatan staf khusus dan utusan khusus Presiden diperkuat dengan undang-
undang khusus. Dalam kriteria/substansi pengangkatan, sebaiknya ditambahkan
syarat minimum seperti pendidikan tinggi, pengalaman, dan keahlian di bidang
tertentu, serta mekanisme seleksi yang terbuka dan transparan. Selanjutnya, prinsip-
prinsip dasar hukum islam seperti al-kafa’ah (kompetensi), amanah (kepercayaan),
dan adl (keadilan) harus diintegrasikan ke dalam kerangka peraturan untuk
memastikan penunjukan memprioritasan kepentingan publik dan mencegah
penyalahgunaan wewenang

Vi
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